
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang bersifat normatif dengan dilakukan analisis oleh

penulis, terdapat beberapa poin penting sebagai kesimpulan sebagai berikut:

a. Benturan kepentingan tentu dapat terjadi pada pengangkatan seorang pekerja yang

diangkat menjadi seorang direksi yang dikenal dengan direksi karir. Pada dasarnya

dasar hukum antara direksi karir dengan direksi pada umumnya tidak berbeda,

dikarenakan pengangkatannya sendiri didasari oleh Rapat Umum Pemegang Saham

sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022.

Dengan samanya dasar hukum antara direksi karir dengan direksi pada umumnya,

maka segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas turut melekat pada direksi karir terkhususnya Pasal 97 ayat (5)

mengenai benturan kepentingan. Kemudian terhadap benturan kepentingan yang

dapat terjadi yang dimaksud sendiri mengacu pada kepentingan ekonomis yang

dimiliki oleh direksi karir dengan pihak lain dalam hal ini bisa saja karyawan

dikarenakan direksi karir yang dahulunya memang karyawan dan kemudian

kepentingan ekonomis tersebut membuat pengambilan keputusan menjadi tidak tepat

sehingga berdampak pada kerugian Perseroan.

b. Pada dasarnya, benturan kepentingan sendiri khususnya pada direksi karir belum

terdapat pengaturannya secara jelas. Hal ini seharusnya diatur karena akan berdampak

pada proses pemberhentian direksi yang tidak hanya mengacu pada RUPS saja. Hal

ini dikarenakan seorang direksi karir tentu akan merasa dirugikan apabila

diberhentikan dengan alasan benturan kepentingan padahal batas-batas benturan

kepentingan itu sendiri belum diatur dalam UUPT. Terlebih melihat karirnya yang

merupakan seorang karyawan sebelumnya dan bukan pengusaha, tentu akan

menjadikan pemberhentian ini faktor yang sangat merugikan karena belum tentu

individu tersebut dapat mencari penghasilan lagi ditempat lain. Oleh karena itu

seharusnya terdapat pengaturan secara jelas, eksplisit dan khusus mulai dari

pengangkatan direksi karir, pemberhentian direksi karir, serta alasan-alasan apa saja
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yang dapat disertakan dalam pemberhentian tersebut termasuk batas-batas benturan

kepentingan yang seharusnya diatur.

5.2. Saran

Selaras dengan penjelasan yang ada dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa

saran khususnya untuk pemerintah dan peneliti yang memiliki ketertarikan akan penelitian

ini antara lain:

a. Saran untuk pemerintah, adalah bersikap tegas untuk mengatur lebih lanjut mengenai

pengangkatan ataupun pemberhentian dari direksi karir sendiri dalam

Undang-Undang Perseroan Terbatas serta batas-batas dari benturan kepentingan

seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, agar direksi karir dalam

hal ini tidak dapat dirugikan secara sepihak jika sewaktu-waktu melakukan tindakan

yang tidak ia ketahui merupakan benturan kepentingan pada saat melaksanakan

kepentingan perseroan.

b. Saran untuk peneliti lainnya, adalah diperlukannya survei yang lebih luas lagi agar

dapat menjustifikasi data-data mengenai direksi karir dan benturan kepentingan yang

dapat terjadi dalam perusahaan. Dengan lebih banyaknya data yang dicapai maka

akan semakin valid fakta-fakta mengenai direksi karir yang ada di Indonesia.
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